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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 06 TAHUN 2O1O

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2O1O

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH

KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2O1O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Menimbang '. a.

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah Kabupaten Balangan, perlu melakukan
penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Balangan kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan
Daerah Kalimantan Selatan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun '1962 tentang Perusahaan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1962
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 2387);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupiten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi

Kalimantan selatan (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor

22,Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 42BG);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20A4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2oo4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
peratuian perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2oo4 Nomor 53, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4389) ;

Mengingat : 1.

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
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b.

2.

3.

4.

5.



dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik 
-'ino6nesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

T,Undang-UndangNomor23Tahun2004tentangSistem
perencanaan Fembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tinun 2OO4 Nomor 104' Tambahan

LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor442l);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 Tentang Pemerintahan

Daerafi (Lemblran Negara Republik lndonesiaTahun 2004

Nomor: 125, Tambahanlembaran Negara Republik lndonesia

Nomor: 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undlng-undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Peruiahan kedua atas Undang-undang Nomor 32

Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesii Tahun 2008 Nomor 59' Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 484$;

g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuanlan pe-merintah pusat dan Pemerintah Daerah

(LembIran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor

i26, Trrbahari Lembaian Negara Republik lndonesia Nomor

4438);

l0.PeraturanPemerintahNomor53Tahun2005tentang
PengelolaanKeuanganDaerah(Lembaran.NegaraRlTahun
2005 Nomor 140, iambahan Lembaran Negara RI Nomor

4578);

ll.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2003

tentangBankPembangunanDaerahKalimantanSelatan
(Lemblran Daerah Proni-insi Kalimantan Selatan Tahun 2003

Nomor 69);

12.Peraluran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 20 Tahun 2009

tentang Penambahan PenyertJan 
. 
Modal Pemerintah

Kabupaten Auiu.,gun Kepadi Perusahaan Daerah Bank

pembangunan DJerah ttalimantan selatan Tahun 2009

(Lembarln Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor

)0, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor

61);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENT

PEMERINTAH KABUPATEN BALAI
DAERAH BANK PEMBANGUNAN DA

TAHUN 2010,

MenetaPkan :



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan;

2. pemerintah Daerah adalah eupaii dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah Kabupaten Balangan;

3. Bupati adalah BuPati Balangan;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan

5. ienyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan m9d3! daerah pada suatu

usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan imbalan

tertentu;
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang dipisahkan) baik berwujud uang maupun

barang;
7. perusahaan Daerah Bank pembangunan Daerah adalah Perusahaan Daerah yang

sahamnya milik pemerintah Pr6vinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah

Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan'

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penyeftaan Modal Daerah bertujuan untuk- meningkatkan pertumbuhan

p"r"t onorian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah;

Untuk mencapal tujuan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) Penyertaan Modal

Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip profit oriented.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1) Pemerintah Kabupaten Balangan telah melakukan penyertaan modal daerah ke

dalam perusahaan Daerah gank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan

(2) pada Tahun 2006 sebesar Rp. 1.g97.600.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan

puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)

(3) Pada Tahun 2OO7 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)

(4) Pada Tahun 2008 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah)

(5) Pada Tahun 2009 sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat milyar lima ratus juta rupiah)

(1)

(2)



BAB IV
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1) pada tahun 2o1O ini Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal

kembali kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan

selatan sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah)

(2) Total seluruhnya penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada

perusahaan Daerah Bank Pembangrnun Daerah Kalimantan selatan adalah

sebesar Rp. 1g.392.600.000,- (Delapan belas milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh

juta enam ratus ribu ruPiah).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati'

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Balangan

Nomor 20 Tahun 2009 tentang penyertaan Modar pemerintah Kabupaten Barangan

Kepada perusahaan Daerah Bank pembangunan Daerah Karimantan selatan tidak

berlaku lagi.

Pasal 7

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan p-enempatannyi dalam Lembaran Daerg\Sabupaten Balangan'

Di

ffi:l.
,ANGAN,/:

1 Desember 2010

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 21 Desember

SEKRETARIS DAERAH
KABUPA LANGAN,

EFFENDTE/

2010
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 06 TAHUN 2O1O

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH

KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2O1O

UMUM
Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Bank

pembangunin Daerah Kalimantan Selatan Cabang Pembantu. Paringin, guna

menigka[kan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menggali potensi sumber-

sumblr pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Balangan perlu melakukan

p"nyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah

Kalimantan Selatan.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)' yang dimaksud dengan prinsip profit oriented adalah prinsip efesiensi dan

menghasilkan laba

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
CukuP Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

ll.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 68


